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Abstract

This study examines the effectiveness of the Direct Cash Assistance Program (BLT DD) in breaking the poverty
chain in the village of Gading Bululawang, Malang. The BLT DD program is part of the government's efforts to
break the poverty chain in Indonesia, especially in the Pandemic period. Every policy developed has positive and
negative impacts in the implementation process. Based on the results of the field data collection, the community
felt the BLT DD program helped meet their basic needs. The implementation of the program through several
stages, namely determining names, cross checks, determination of names, and distribution of assistance. These
steps are carried out transparently, with the participation of each hamlet head. Distribution of BLT DD assistance
is done once a month. Over time, the distribution of assistance was hampered and the community did not
understand the BLT DD program due to the lack of socialization of the village program. The method used in this
study uses a qualitative approach with a type of case study. Research Subjects according to the criteria specified
by researchers using purposive sampling techniques. Data collection in this study was carried out through
observation, interview and documentation techniques. Based on the facts of field data and theoretical analysis by
using the structural functionalism of Talcott Parson, the BLT DD program is considered to be quite useful to meet
the basic needs of the community, but the community complained of a little delay given by the village. During the
distribution process and lack of understanding of the support given so far. The results of the study resulted in the
conclusion that the BLT DD program did not meet the effectiveness criteria because some indicators had not been
met during the implementation process in the village of Gading Bululawang Malang.

Keywords: Effectiveness, Village Fund Cash Direct Assistance Program (BLT DD), Poverty.

Pendahuluan

Peran pemerintah melalui program penanggulangan kemiskinan diawali dengan
keputusan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010, tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah nasional
yang mendesak sehingga memerlukan penanganan berbeda dan pendekatan sistematis, terpadu
dan menyeluruh bertujuan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara
dengan baik melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk
mencapai kehidupan yang bermartabat. Terbitnya Peraturan RI maka terbentuklah Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tingkat pusat, tingkat provinsi,
dan kabupaten/kota. Program yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk
meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan hidup yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang didalamnya termasuk
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan kompleks di seluruh negara baik negara
maju maupun berkembang dan sudah menjadi persoalan yang lumrah sehingga seringkali
mendapat banyak perhatian dari berbagai pihak karena menjadi isu global maupun nasional.
Fenomena kemiskinan didefinisikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang serba
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kekurangan seperti rendahnya tingkat pendapatan yang disebabkan oleh kurangnya nilai
produktivitas, keterampilan, rendahnya nilai tukar produksi dan keterbatasan untuk berperan
aktif dalam pembangunan. Sumber penghasilan penduduk yang rendah menyebabkan
menurunnya produktivitas dan meningkatnya beban ketergantungan pada masyarakat (Arifin,
2020). Penyebab terjadinya kemiskinan sangatlah beragam salah satunya bencana dan wabah
penyakit yang terjadi dua tahun silam yakni pandemi Covid-19. Hal diatas menjadi faktor
utama pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan untuk meminimalisir meningkatnya angka
kemiskinan akibat pandemi Covid 19. Implementasi kebijakan pemerintah dilakukan melalui
Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Program tersebut diharapkan dapat
membantu mensejahterakan kehidupan dan meringankan beban hidup masyarakat dalam hal
ekonomi sesuai dengan syarat dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam
mengimplementasikan kebijakan khususnya bagi masyarakat yang terkena dampak pandemi
Covid-19 lalu.

Program BLT DD menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam
memutus rantai kemiskinan di Indonesia khususnya pada masa pandemi. Setiap kebijakan yang
telah dibuat memberikan dampak negatif dan positif selama proses implementasinya. Dampak
positifnya masyarakat kurang mampu memiliki kesempatan untuk hidup sejahtera dengan
terpenuhinya kebutuhan pokok melalui bantuan sosial yang didapatkan selama pandemi dan
pasca pandemi saat ini. Dampak negatifnya masyarakat bergantung dengan bantuan tersebut
dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dan adanya kecemburuan sosial. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) dalam Memutus Rantai Kemiskinan di Desa Gading Kecamatan Bululawang
Kabupaten Malang.

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti, yang mana penelitian
tersebut relevan dengan yang akan diteliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Dasri
Sampulawa, dkk yang dimuat dalam jurnal of Education Technology Information Social
Sciences and Health dengan judul “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap
Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui proses implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa bagi masyarakat
ekonomi lemah di Dusun Lirang, Bagaimana upaya penanggulangan Program BLT. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan subjek penelitian ini adalah masyarakat
penerima bantuan, keluarga penerima jejaring sosial yang terhenti karena pandemi covid-19
dan belum pernah menerima bantuan. Relevansi dengan penelitian ini, sama-sama
menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas tentang program pemerintah dalam
mengentaskan kemiskinan melalui Program BLT. Sedangkan Perbedaan Penelitian terdahulu
membahas tentang implementasi Program BLT termasuk bentuk-bentuk, factor-faktor yang
menyebabkan adanya implementasi Program. Sedangkan penelitian saya membahas tentang
bagaimana efektivitas Program BLT termasuk implementasi dan dampak selama ini kepada
masyarakat dalam memutus rantai kemiskinan di Desa Gading Bululawang Malang.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Ida dan Safrul Rijali yang dimuat dalam jurnal
Mahasiswa Administrasi Public dan Administrasi Bisnis dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten
Tabalong”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis evaluasi pelaksanaan
program BLT. Relevansi penelitian ini, sama-sama membahas tentang program yang telah
disalurkan oleh pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Terdapat
perbedaan pendekatan yang digunakan dan penelitian terdahulu membahas tentang evaluasi
dari program BLT, sedangkan dalam penelitian saya membahas tentang efektivitas dari
program BLT tersebut kurang lebih dalam lima tahun terakhir ini
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Penelitian ketiga, dilakukan oleh Irma Yunita dan Andi Agustang yang dimuat dalam
Pinisi Journal of Sociology Education Review dengan judul “Ketidakmerataan Bantuan
Langsung Tunai di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Kurang Mampu di Desa
Carawali Kabupaten Sidrap”. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana program bantuan
langsung tunai di Desa Carawali tidak merata, dampak dari ketidakmerataan bantuan terhadap
masyarakat yang kurang mampu pada saat masa pandemi. Relevansi dengan penelitian ini,
Sama-sama membahas tentang program bantuan langsung tunai dari pemerintah dalam
mengentas kemiskinan, menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang
implementasi program dalam masyarakat. Sedangkan Perbedaan Penelitian ini lebih membahas
tentang ketidakmerataan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang mana menjadi salah satu
indikator dari penelitian yang akan saya teliti. Sedangkan penelitian saya membahas tentang
efektivitas program yang telah dijalankan oleh pemerintah terhadap masyarakat termasuk
implementasi dan dampak adanya program dalam memutus rantai kemiskinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif menggunakan jenis studi kasus. Studi
kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi yang sistematis, terperinci,
mendalam, menyeluruh, dan sistematis tentang orang, peristiwa, latar sosial (social setting)
atau kelompok dengan banyak metode dan teknik serta banyak sumber informasi untuk
dipahami terkait hal beroperasi atau berfungsi dengan konteks secara efektif. Pemilihan subjek
dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu anggota keluarga penerima
bantuan BLT DD di desa Gading Bululawang Malang. Ciri utama dari teknik ini adalah
anggota sampel dipilih secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain,
purposive sampling adalah teknik pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan dan kriteria
tertentu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan saat pengumpulan data
berlangsung dan setelah pengumpulan data berakhir di beberapa titik, dengan menggunakan
analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu kondensasi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif
merupakan bagian yang sangat penting karena dengan pemeriksaan keabsahan data dapat
dicapai kredibilitas data. Dalam penelitian ini, pengujian keabsahan data dilakukan dengan
menggunakan metode triangulasi yakni triangulasi teknik. Triangulasi adalah teknik
pemeriksaan kredibilitas dengan menguji data dari sumber yang sama dengan menggunakan
teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh melalui wawancara, yang kemudian diuji
kembali dengan dokumentasi atau observasi.

Hasil dan Pembahasan
Latar Belakang Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Pada awal tahun 2020 dunia dikagetkan dengan adanya bencana virus covid-19 yang
dikabarkan dari china melalui World Health Organization (WHO). Virus Covid-19 merupakan
suatu pandemi yang menyebar antar manusia dengan sangat cepat dan menyebabkan
munculnya permasalahan sosial salah satunya bidang ekonomi dari berbagai aspek tidak
terkecuali perekonomian desa dan menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan. Pada bulan
September 2017 persentase kemiskinan tercatat sebesar 9-11% dan terus mengalami penurunan
tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi 9,82% pada tahun 2018 dan 9,41% pada tahun 2019.
Namun, semenjak virus Covid-19 masuk di Indonesia pada tahun 2020 angka kemiskinan
kembali meningkat menjadi 9,78% (Statistik, 2019). Wabah Covid-19 ini diperkirakan
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menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir
tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi dari data bulan September 2019. Pemerintah terus
berupaya untuk meminimalisir meningkatnya tinggi kemiskinan di Indonesia dengan
mengeluarkan bantuan sosial baik berupa sembako, BLT (Bantuan Langsung Tunai), Kip
(Kartu Indonesia Pintar), Subsidi listrik, PKH (Program Keluarga Harapan), dan KIP (Kartu
Indonesia Pintar). Salah satu bantuan yang dikeluarkan pemerintah pada masa pandemi yaitu
BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa).

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) menjadi salah satu bentuk
upaya kepedulian pemerintah pada masyarakat untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia
termasuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dari pandemi Covid-19. Memutus rantai
kemiskinan disini memiliki arti bahwasannya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya sesuai standar yang ditentukan dan mencapai kesejahteraan. Indikator sejahtera
setiap daerah berbeda-beda salah satunya terpenuhinya kebutuhan pokok dalam hidupnya baik
sandang, pangan dan papan. Kesejahteraan menjadi tolak ukur bagi masyarakat bahwa mereka
telah berada dalam kondisi sejahtera. Indikator kesejahteraan bisa berupa kesehatan, keadaan
ekonomi, pendidikan, kebahagiaan keluarga dan lain-lain. Kesejahteraan diartikan sebagai
kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan hidup layak, sehat dan produktif.
Terpenuhinya kebutuhan pokok menjadi konsep penting manusia dalam mempertahankan
kesejahteraan hidup. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi
permasalahan kemiskinan di Indonesia melalui beberapa kebijakan diantaranya adalah Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Latar belakang khusus adanya program BLT DD adalah pandemi covid-19 banyak
masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan susahnya untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Selain itu, program tersebut bertujuan melindungi masyarakat miskin
dan rentan akibat dari pandemi. Dampak sosial dan ekonomi dari pandemi Covid-19 telah
mempengaruhi kesejahteraan masyarakat akibat pembatasan kegiatan ekonomi secara makro,
sehingga berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan banyak
orang kehilangan pekerjaan dan meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Penerima Bantuan
BLT DD di Desa Gading harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pihak pusat
maupun pihak desa gading. Saat ini penerima bantuan langsung tunai dana desa di Gading
sejumlah 100 orang, seperti yang disampaikan oleh sekretaris desa dalam wawancara sebagai
berikut: “Jadi sasaran penerima BLT DD di Desa Gading sudah dipastikan sesuai dengan aturan
yang ada yaitu pertama, orang yang belum pernah mendapatkan bantuan pemerintah pusat
seperti PKH, KIS, KKS, dan BLT dengan alasan agar adil dan orang belum menerima bantuan
bisa mendapatkan dan sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kedua,
lansia yang tidak punya keluarga atau kurang mampu. Ketiga, disabilitas. Keempat, orang
dengan gangguan jiwa (ODGJ). Kelima, orang yang terkena PHK waktu masa pandemi lalu.”

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Setiap program yang dilakukan diharapkan memberikan manfaat kepada orang lain
sesuai dengan indikator yang telah ditentukan, sehingga bisa dikatakan sebagai program yang
efektif untuk terus dilanjutkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengetahui bagaimana
efektivitasnya suatu program dalam organisasi yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat
waktu, dan tercapainya tujuan sesuai dengan target tujuan yang telah ditetapkan sebelum
pelaksanaan program tersebut. Penerima Program BLT DD di Desa Gading memiliki
pemahaman kurang terhadap bantuan tersebut dikarenakan tidak adanya program sosialisasi
yang diberikan oleh pihak desa. Program sosialisasi terkait BLT DD hanya dilakukan satu kali
ketika awal pandemi dengan mengundang sebagian dari penerima bantuan saja di Kantor
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Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. Kegiatan sosialisasi itu menjelaskan bahwasannya
program tersebut merupakan bantuan yang bersifat perbulan untuk masyarakat agar bertahan
pada masa pandemi. Hal tersebut menjadi alasan pihak desa untuk tidak melaksanakan program
sosialisasi BLT DD secara khusus lagi karena dianggap sudah paham sehingga langsung
include dari beberapa tahapan awal.

Alur penetapan penerima bantuan dana desa dilakukan melalui musyawarah desa dengan
Ketua RT/RW, Ketua Dusun dan Perangkat Desa Gading. Musyawarah Desa tersebut
dilakukan dengan beberapa tahapan yakni penentuan nama, cross check, dan memberikan
kuesioner secara door to door untuk mengetahui kelayakan calon penerima bantuan. Setelah
semua tahapan terlaksana lanjut ke tahapan penetapan nama penerima bantuan.

Musyawarah Desa
Tahap 1 (Penentuan
Nama)

b Musyawarah Desa Tahap |1
(Cross Check terkait data dari
nama vana diusulkan)

Membagikan kuesioner secara
door to door tujuannya untuk
mengetahui kelayakan keluarga

nvanls

Musyawarah Desa Tahap
I11 (Penetapan nama

penerima)

Gambar 4. Alur Penetapan Nama Penerima Bantuan
(Sumber: Peneliti)

Penyaluran BLT DD dilakukan langsung oleh pihak desa dengan cara memberikan
undangan ke setiap rumah yang sudah ditetapkan untuk mengambil bantuannya ke desa dan
melakukan penandatangan surat pertanggung jawaban. Dalam proses pengimplementasian
BLT DD di gading terdapat pendampingnya yaitu BAPPENAS (Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional) dan Pol Diknas (Pusat Studi Kebijakan Nasional). Penyaluran BLT
DD tidak dilakukan melalui pihak ketiga seperti halnya PKH karena pemerintah pusat
menyalurkan dana bantuan langsung kepada pihak desa, seperti yang diungkapkan oleh
Sekretaris Desa melalui wawancara sebagai berikut: “Dalam pengimplementasian BLT DD
setiap rumah diberikan undangan untuk datang ke desa dan menandatangani surat perjanjian.
Alasan ngambilnya langsung ke Desa tidak menggunakan pihak ketiga karena pemerintah
pusat mengirim bantuan langsung ke rekening desa.”

BLT DD disalurkan setiap bulan sekali tergantung pihak pusat mentransfer dana
bantuannya telat atau tidak. Jikalau telat biasanya penyaluran bantuan dilakukan dua bulan atau
tiga bulan sekali dengan nominal Rp. 600.000/bulan. Seiring berjalannya waktu pandemi mulai
hilang akhirnya nominal bantuan turun menjadi Rp.300.000/bulan. Pihak yang bertanggung
jawab atas penyaluran BLT DD adalah seluruh pihak desa baik kades, sekdes, kaur keuangan,
pelaksana kegiatan. ketua dusun dan lain-lain. Terkait pemanfaatan BLT DD pihak desa tidak
pernah membatasi pihak penerima bantuan, hanya saja ada beberapa larangan yang tidak boleh
dilakukan oleh penerima seperti membeli minuman keras, membayar hutang dan lain-lain.
Program BLT DD memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya
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masyarakat merasa terbantu khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok hidupnya seperti
membeli beras khususnya bagi masyarakat lansia yang tidak bekerja. Dampak negatifnya
terjadi kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan tersebut, seperti
yang diungkapkan oleh sekretaris desa sebagai berikut: “Alhamdulillah program BLT DD ini
memiliki dampak positif bagi masyarakat yakni paling enggak mereka bisa untuk jaga-jaga
membeli beras khususnya orang yang tidak bekerja dan bagi lansia. Oleh karena itu menurut
saya program ini sangat bagus untuk dilanjutkan. Sisi lain apabila program ini terus dilanjutkan
akan memberikan dampak negatif seperti kecemburuan sosial pada masyarakat dan
berakibatkan konflik kecil.

Pemerintah Pusat
Sosialisasi terkait BLT
DD kepada pihak
bawah (Pihak Desa)

Pengambilan
Bantuan dan
penandatangan SPJ

Musyawarah Desa
tahap I, 11, dan 11

Pemerintah Pusat
Transfer Dana
kepada Pihak

Damarintah Naca

Pemberian
Undangan kepada
KPM (Keluarga

MAmAvi;an~ PN PN

Gambar 5. Alur Implementasi Bantuan
(Sumber:Peneliti)

Penelitian ini menggunakan paradigma fakta sosial dengan menerapkan teori sosiologi
modern yakni teori struktural fungsional oleh Talcott Parson. Masyarakat dilihat sebagai sistem
dan struktur yang berada didalamnya menjadi satu dan memiliki peran yang sesuai dengan
status yang dimilikinya. Fungsi adalah bentuk kegiatan yang diarahkan untuk memenubhi
kebutuhan dari sistem (Rocher, 1975:40). Dari pengertian diatas Talcott Parsons percaya
bahwa terdapat empat syarat yang harus terpenuhi agar sebuah sistem berjalan dengan lancar
yakni AGIL. AGIL merupakan singkatan dari Adaptation (A), Goal Attainment (G),
Integration (1), Latency (L).

Teori struktural Fungsional dianggap sesuai dalam penelitian ini sebagaimana uraian
permasalahan di bawah ini:

1. Adaptation

Adaptation merupakan salah satu teori Talcott Parsons yang menjelaskan bahwa dalam
suatu sistem terdapat sebuah lembaga ekonomi yang membantu dalam pemenuhan kebutuhan
masyarakat dalam sistem tersebut. Pemerintah pusat Menteri Sosial menjadi lembaga yang
berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutus rantai kemiskinan
melalui Program BLT DD. Program BLT DD disalurkan melalui pemerintah desa dengan
harapan agar lebih terstruktur dalam pengimplementasiannya karena dianggap sebagai
lembaga yang paling dekat dengan masyarakat.
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2. Goal Attainment

Goal Attainment berhubungan dengan lembaga politik, yang mana dalam sebuah sistem
harus mampu mendefinisikan dan mencapai tujuan utama melalui lembaga tersebut. Pihak desa
mempunyai tugas membantu mewujudkan tujuan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah
pusat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memutuskan rantai kemiskinan
khususnya di Desa Gading. Pihak desa gading berusaha semaksimal mungkin untuk penerima
BLT DD tepat sasaran dengan mengikuti beberapa tahapan yang telah ditentukan sebelumnya.
Ditinjau dari upaya dalam mencapai tujuan utama program BLT DD semua pemerintah desa
gading bekerja sama meningkatkan solidaritas baik kasun, kades, sekdes dan lain-lain.

3. Integration

Integration merupakan sebuah konsep bahwa kelembagaan hukum memiliki peranan
besar dalam berjalannya sistem-sistem lainnya. Adanya konsep ini bertujuan agar sistem-
sistem berjalan sempurna dan terjadinya keteraturan antar sistem sehingga tercapainya tujuan
sesuai dengan yang diharapkan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010,
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, menyatakan bahwa kemiskinan merupakan
masalah nasional yang mendesak sehingga memerlukan penanganan berbeda dan pendekatan
sistematis, terpadu dan menyeluruh bertujuan untuk mengurangi beban dan memenuhi hak-hak
dasar warga negara dengan baik melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan
berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang bermartabat. Terbitnya Peraturan Rl maka
terbentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tingkat pusat,
tingkat provinsi, dan kabupaten/kota. Program yang dicanangkan oleh pemerintah bertujuan
untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan hidup yakni Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang didalamnya
termasuk Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adanya program BLT DD diatur dalam
UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun
2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan covid
19 pada bagian umum UU yang menyatakan bahwa respon kebijakan keuangan negara dan
fiskal dibutuhkan untuk mengatasi resiko Covid-19 antara lain berupa peningkatan pengeluaran
untuk mengurangi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha atau
mendukung perekonomian. Selain itu, adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 40 Tahun 2020
tentang Prioritas pengelolaan Dana Desa. UU di atas merupakan landasan hukum yang
digunakan dalam program BLT DD.

4. Latency

Ketika pelaksanaan program BLT DD tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan
peraturan yang ada seperti pemahaman program, tepat waktu, tepat sasaran, dan tercapai tujuan
sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan program. Maka pemerintah
pusat akan mendapatkan hasil yang memuaskan dengan terwujudnya tujuan awal adanya
program tersebut dengan peran lembaga pemerintah desa agar prpgram BLT DD dapat
dikatakan sebagai program yang efektif. Oleh karena itu, program BLT DD perlu dilanjutkan
dan dipertahankan sebagai salah satu program SDGs (Sustainable Development Goals)
pemerintah dengan bantuan pihak pemerintah desa dan pihak penerima bantuan.
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Kesimpulan

Berdasarkan realita data di lapangan Program BLT DD dianggap cukup membantu
dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat akan tetapi masyarakat sedikit mengeluhkan
terkait keterlambatan bantuan yang dilakukan oleh pihak desa dalam proses penyalurannya dan
masyarakat kurang memahami secara penuh atas bantuan yang diberikan tersebut. Namun,
penerima program BLT DD selama ini cukup merasakan dampak positif dalam pemenuhan
kebutuhan pokok meskipun tidak sampai benar-benar masuk kategori pemutusan rantai
kemiskinan secara keseluruhan. Selain itu juga memberikan dampak negatif dalam hubungan
sosial yakni kecemburuan sosial. Namun pihak desa tetap berusaha untuk meminimalisir
terjadinya hal tersebut dengan cara melaksanakan beberapa tahapan penetapan penerima
bantuan sesuai dengan prosedur dengan transparansi. Hasil penelitian diatas dapat disimpulkan
bahwa program BLT DD kurang memenuhi kriteria efektif karena beberapa indikator yang
kurang dipenuhi di Desa Gading Bululawang Malang yakin terlambatnya penyaluran bantuan,
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KPM kurang mengerti terkait program tersebut karena tidak adanya program sosialisasi yang
didapatkan dari pihak internal desa.
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